
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 01 

SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN 



 

 

Lampiran 1. Surat Permohonan Penelitian 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 02 

PEDOMAN WAWANCARA 



 

 

Lampiran 2 : Pedoman Wawancara dengan Penyuluh Hukum Ahli Muda Kanwil 

Kemenkum Bali 

Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Desa Sebagai Program Inovasi Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum Bali di Desa Kubutambahan 

A. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Desa sebagai program 

inovasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali di Desa 

Kubutambahan? 

2. Bagaimana Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program Pos 

Bantuan Hukum Desa Kubutambahan? 

B. Identitas Narasumber 

 

1. Nama Lengkap : Putu Sumiasi.S.E., M.H. 

Pekerjaan / Jabatan : Penyuluh Hukum Ahli Muda 

C. Pertanyaan Wawancara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali 

 

 

1. Mengapa desa dipilih sebagai basis pelaksanaan program ini? 

 

2. Bagaimana peran paralegal dan kelompok Keluarga Sadar Hukum 

(Kadarkum) dalam pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Desa? 

3. Bagaimana proses pembentukan Kelompok Kadarkum di desa? 

4. Bagaimana mekanisme perekrutan paralegal dan siapa yang memiliki 

kewenangan menentukan jumlah paralegal? 

5. Bagaimana bentuk koordinasi antara Kanwil Kemenkum Bali dengan 

pemerintah desa, paralegal, dan Kelompok Kadarkum? 

6. Bagaimana sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pos Bantuan 

Hukum Desa dilakukan oleh Kanwil? 



 

 

7. Apa indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan program ini? 

 

8. Apa saja hambatan yang dihadapi Kanwil Kemenkum Bali dalam 

pelaksanaan program Pos Bantuan Hukum Desa? 

9. Bagaimana mekanisme pelaporan hasil perkara atau kegiatan sosialisasi 

dilakukan oleh paralegal desa? 

10. Apakah paralegal mampu memanfaatkan sarana pelaporan dengan 

optimal? 



 

 

Lampiran 3 : Pedoman Wawancara dengan Kepala Desa Kubutambahan Sebagai 

Paralegal Pos Bantuan Hukum Desa 

Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Desa Sebagai Program Inovasi Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum Bali di Desa Kubutambahan 

A. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Desa sebagai program 

inovasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali di Desa 

Kubutambahan? 

2. Bagaimana Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program Pos 

Bantuan Hukum Desa Kubutambahan? 

B. Identitas Narasumber 

 

1. Nama Lengkap : Gede Pariadnyana, S.H. 

Pekerjaan / Jabatan : Kepala Desa/Paralegal Pos Bantuan Hukum 

Desa 

C. Pertanyaan Wawancara Paralegal Pos Bantuan Hukum Desa Desa 

Kubutambahan 

1. Sejak kapan Bapak menjadi paralegal, dan bagaimana proses 

pelatihannya? 

2. Menurut Bapak, apa pentingnya Pos Bantuan Hukum Desa bagi 

masyarakat desa? 

3. Layanan apa yang masyarakat desa sering gunakan? dan apakah sudah 

membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum)? 

4. Sengketa apa saja yang paling sering ditangani di Pos Bantuan Hukum 

Desa? 



 

 

5. Bisa dijelaskan bagaimana prosedur masyarakat jika ingin meminta 

mediasi di Pos Bantuan Hukum Desa? 

6. Bagaimana cara desa melaporkan hasil mediasi atau kegiatan kepada 

Kanwil? 

7. Apakah fasilitas ruang rapat saat ini mendukung proses mediasi? 

8. Bagaimana Bapak melihat jumlah paralegal yang hanya dua orang untuk 

melayani masyarakat Desa Kubutambahan yang jumlah penduduknya 

mencapai lima belas ribu jiwa? 

9. Apakah pernah ada upaya untuk menambah jumlah paralegal di desa 

ini? dan Bagaimana pengetahuan Bapak terkait prosedur atau 

mekanisme penambahan paralegal baru? 

10. Apakah di Desa Kubutambahan sudah membentuk Kelompok 

Kadarkum? Serta apakah Kelompok Kadarkum sudah aktif dalam 

melaksanakan layanan penyuluhan hukum? 

11. Apa hambatan yang Bapak hadapi dalam menjalankan tugas sebagai 

paralegal di luar tanggung jawab sebagai Kepala Desa? 

  



 

 

 

Lampiran 4 : Pedoman Wawancara dengan masyarakat Desa Kubutambahan yang  

telah menerima layanan mediasi sengketa di Pos Bantuan Hukum  

Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Desa Sebagai Program Inovasi Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum Bali di Desa Kubutambahan 

A. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Desa sebagai program inovasi Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum Bali di Desa Kubutambahan? 

2. Bagaimana Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program Pos Bantuan Hukum 

Desa Kubutambahan? 

B. Identitas Narasumber 

1. Nama Lengkap : Komang Sudana Yasa Pande 

Pekerjaan / Jabatan : Pengusaha 

C. Pertanyaan Wawancara masyarakat Desa Kubutambahan yang telah 

menerima layanan mediasi sengketa di Pos Bantuan Hukum Desa 

1. Sengketa apa yang pernah Bapak hadapi? 

2. Apakah Bapak mengetahui bahwa mediasi yang dilakukan tersebut 

merupakan salah satu layanan dari Pos Bantuan Hukum Desa? 

3. Bagaimana proses mediasi yang Bapak jalani di Pos Bantuan Hukum 

Desa? 

4. Berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai tercapai kesepakatan? 

5. Apa bentuk kesepakatan atau ganti kerugian yang diperoleh? 

6. Apakah Bapak merasa puas dengan hasil mediasi? 



 

 

Lampiran 5 : Pedoman Wawancara dengan masyarakat Desa Kubutambahan yang  

belum merasakan layanan Pos Bantuan Hukum Desa   

Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Desa Sebagai Program Inovasi Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum Bali di Desa Kubutambahan 

A. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Desa sebagai program 

inovasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali di Desa 

Kubutambahan? 

2. Bagaimana Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program Pos 

Bantuan Hukum Desa Kubutambahan? 

B. Identitas Narasumber 

1. Nama Lengkap : Luh Sri Astuning 

Pekerjaan / Jabatan : Pedagang 

C. Pertanyaan Wawancara masyarakat Desa Kubutambahan yang belum 

menerima layanan di Pos Bantuan Hukum Desa 

1. Apakah Ibu mengetahui adanya layanan Pos Bantuan Hukum Desa 

Kubutambahan? 

2. Sengketa apa yang sedang Ibu hadapi? 

3. Apakah sengketa tersebut sudah menemui jalan keluar? 

 

4. Apakah sengketa tersebut sudah diketahui oleh kepala desa?



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 03 

DOKUMENTASI PENELITIAN 



 

 

 
 

 

 

Lampiran 6. Wawancara bersama Penyuluh Hukum Ahli Muda Kanwil 

Kemenkum Bali 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 7. Wawancara bersama Kepala Desa Kubutambahan 



 

 

 

 

Lampiran 8. Wawancara dengan warga yang telah menerima layanan mediasi Pos 

Bantuan Hukum Desa Kubutambahan 

 

 

Lampiran 9. Wawancara dengan warga yang belum menerima layanan Pos 

Bantuan Hukum Desa Kubutambahan 
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